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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi badan 

adhoc dalam tahapan pemilu, dengan studi kasus di Desa Brumbungan Lor, 

Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Penyelenggara pemilu badan 

adhoc, termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), memainkan peran penting 

dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Namun, 

mereka sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mengganggu kinerja 

dan independensi mereka, seperti ancaman fisik dan psikologis, intimidasi, dan 

kurangnya dukungan hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi 

pengalaman dan persepsi penyelenggara pemilu di Desa Brumbungan Lor. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang 

mengatur perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu, implementasinya 

masih menghadapi banyak tantangan. Faktor-faktor pendukung dan 

penghambat perlindungan hukum diidentifikasi, termasuk keterbatasan sumber 

daya, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta dukungan dari aparat keamanan 

yang masih belum optimal. Penelitian ini juga membahas tentang beberapa 

langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu 

badan adhoc, seperti penyediaan pelatihan yang komprehensif, peningkatan 

koordinasi dengan aparat keamanan, dan perbaikan regulasi yang lebih jelas dan 

implementatif. Dengan demikian, diharapkan penyelenggara pemilu dapat 

menjalankan tugasnya dengan lebih aman, profesional, dan independen, 

sehingga mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis dan kredibel di 

Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. 

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pemilu, Badan AdHoc. 
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THE LEGAL PROTECTION FOR AD HOC BODIES IN ELECTION 

STAGES (CASE STUDY OF BRUMBUNGAN LOR VILLAGE, GENDING 

SUBDISTRICT, PROBOLINGGO REGENCY) 

 

 

Abstract  

This study aims to analyze the legal protection for ad hoc bodies in the 

election stages, with a case study in Brumbungan Lor Village, Gending 

Subdistrict, Probolinggo Regency. Ad hoc election organizers, including the 

Voting Committee, play a crucial role in ensuring fair, just, and transparent 

elections. However, they often face various challenges that can hinder their 

performance and independence, such as physical and psychological threats, 

intimidation, and inadequate legal support. This research uses a qualitative 

approach with a case study method to explore the experiences and perceptions 

of election organizers in Brumbungan Lor Village. Data were collected through 

in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The 

findings reveal that although there are regulations governing the legal protection 

of election organizers, their implementation still faces many challenges. 

Supporting and inhibiting factors for legal protection were identified, including 

resource limitations, lack of training and outreach, and suboptimal support from 

security forces. This study also discusses several measures to enhance legal 

protection for ad hoc election organizers, such as providing comprehensive 

training, improving coordination with security forces, and refining clearer and 

more implementable regulations. Therefore, it is hoped that election organizers 

can carry out their duties more safely, professionally, and independently, 

thereby supporting the conduct of democratic and credible elections in 

Brumbungan Lor Village, Gending Subdistrict, Probolinggo Regency.  

Keywords: Legal protection, Election, Ad Hoc Bodies. 
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